
 
 
 
 
  
 
 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN 
 

NOMOR   01     TAHUN  2006 
 
 

TENTANG 
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN 
TAHUN ANGGARAN 2006 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 
 

BUPATI NUNUKAN, 
 

Menimbang : a.  bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah serta strategi dan prioritas 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disampaikan 
oleh pihak eksekutif kepada DPRD Kabupaten Nunukan, maka 
dipandang perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2006; 

 

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Nunukan Tahun Anggaran 2006 merupakan rencana kerja 
pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu sejak 1 
Januari sampai dengan 31 Desember 2006; 

 

c. bahwa arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Dearah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2006 telah 
dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan; 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Nunukan Tahun Anggaran 2006; 

 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  4048); 

 
2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 3851); 

 
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai 
Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 

 
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 

 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4438); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 



Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4138); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerinta Nomor 37 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor    , 
Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 33 Tahun 2001 

tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten 
Nunukan (Lembaran Daerah  Kabupaten Nunukan Tahun 2001 
Nomor 33 Seri D Nomor 11); 

 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 01 Tahun 2004 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2004 Nomor 01 Seri A 
Nomor 01); 

 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


